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Keywords: 

Perlindungan atas Hak-hak yang dimilki setiap insan manusia 
harusnya adanya pengaturan, termasuk halnya dengan Hak Kekayaan 

Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual merupakan sebuah penghormatan, 

penghargaan dan perlindungan terhadap seseorang yang memilikinya. 

Dalam hal ini film merupakan sebuah karya audiovisual atau bisa 
disebut sinematografi. Dalam Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan 

bahwa sinematografi merupakan ciptaan berwujudkan gambar gerak 

(moving images) berupa film dengan skenario, film kartun, film 

dokumenter, reportase dan iklan. Tujuan penulisan jurnal ini untuk 
memahami bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap 

pembajakan karya film yang tersebar di aplikasi telegram. Penulisan 

riset ini memakai metode riset hukum normatif serta dengan memakai 

pendekatan peraturan undang-undang yang berlaku (statute approach). 
Adapun hasil pembahasan dalam penelitian ini ialah seseorang yang 

melakukan pembajakan hasil karya cipta intelektual seseorang telah 

melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar hak-hak 

dari pemilik hak cipta, baik itu hak ekonomi dan hak moral. Pihak-pihak 
yang melakukan pembajakan tersebut agar ditindak berdasarkan dengan 

ketentuan hukum yang berlaku tentang hak cipta, mendapat sanksi tegas, 

serta melalui menkominfo dapat bergerak untuk memblokir grup-grup 

chat di aplikasi telegram agar film dan yang lainnya tidak beredar tanpa 
izin dari pemilik hak cipta. 

Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Film 
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INTRODUCTION 

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak  individual yaitu hak kebendaan 

yang tidak berwujud. Munir Fuady menjelaskan, Kekayaan Intelektual adalah hak 

kebendaan yang sah dan diakui hukum atas benda tidak berwujud berupa kekayaan 

intelektual yang dapat berupa hak cipta, paten, merk. Perkembangan prinsipprinsip 

perlindungan Kekayaan Intelektual di Indonesia juga bertali-temali dengan arus 

globalisasi yang menyeruak masuk secara deras dalam tatanan hukum nasional, 

terlebih ketika era cyber kemudian memasuki ruang-ruang kehidupan manusia. 

Sebagai sebuah ilmu, diskursus Kekayaan Intelektual pun berkembang mengikuti 

inovasi-inovasi pengetahuan yang terus terjadi.1 Hak Kekayaan Intelektual besifat 

asbtrak dibandingkan dengan hak atas benda bergerak lainnya.  

Lebih lanjut dalam organisasi internasional,HKI  memiliki 2 oragnisasi 

internasional yang dibentuk oleh PBB yaitu World Trade Oranization (WTO) dan 

 
1 Khoirul Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Setara Press, Malang. 2017, hlm. 7 
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World Intellectual Property Organization (WIPO) yang selanjutnya dibuatkannya 

perjanjian internasional di bidang HKI terkait perdagangan disebut dengan Trade 

Related Aspects Of Intellectual Property (TRIP’S) dimana memiliki misi untuk 

menyeragamkan system HKI diseluruh negara anggota WTO. 

Secara keorganisasian antara WIPO dan WTO tidak terdapat hubungan 

hukum. Pengaturan HKI yang diatur dalam perjanjian Trade Related of Intelectual 

Property Rights (TRIPs) di bawah payung WTO adalah lebih lengkap dari yang 

diatur di dalam WIPO yaitu selain Konvensi Bern dan Konvensi Paris juga 

mengadopsi Konvensi Roma (International Convention for the Protection of 

Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations, Roma pada 

tahun 1961), dan Traktat WIPO tentang Sirkuit Terpadu (Treaty on Intelectual 

Property in Respect of Integrated Circuit/IPIC Treaty, di Washington pada tahun 

1989). Pengaturan mengenai hak kekayaan intelektual dituangkan ke berbagai 

konvensi internasional. Ada tujuh konvensi yang telah mendapat pengesahan dari 

pemerintah Indonesia, sehingga secara otomatis Indonesia wajib menyesuaikan 

peraturan perundang undangan di Indonesia dengan perjanjian internasional 

tersebut. 

Hak Cipta merupakan salah satu Hak Kekayaan Intelektual yang sering 

diperbincangkan di Indonesia. Hak Cipta mencangkup suatu karya baik dalam 

bidang ilmu, seni, bahkan satra. Hak cipta di Indonesia diatur di dalam UU No. 28 

Tahun 2014. Undang-Undang melalui pasal 1 angka 1 memberikan pengertian 

bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta 

untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis 

setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan 

perundan gundangan yang berlaku. 2Hak cipta dalam pengertian ini menjelaskan 

adanya asas deklaratif di mana perlindungan hukum otomatis diberikan saat ciptaan 

sudah jadi wujudnya (dilahirkan) tanpa harus mendaftarkannya. TRIPs mengakui 

bahwa ciptaan yang layak mendapat perlindungan hukum manakala ciptaan 

tersebut merupakan ekspresi atau perwujudan ide (pasal 9 ayat 2 TRIPs). Selain itu 

syarat keaslian atau originality, maksudnya adalah ciptaan memunyai bentuk yang 

khas dan menunjukkan keaslian atas dasar kemampuan dan kreativitasnya yang 

bersifat pribadi dari si pencipta. 

Berdasarkan itu, maka para pencipta suatu karya memerlukan perlindungan 

hukum untuk memprotect hasil karya ciptaanya dari orang-orang yang tidak 

bertnaggung jawab. Akhir akhir ini semakin maraknya permasalahan yang timbul 

terkait hak cipta. Salah satunya adalah Hak Cipta Film/Sinematografi. Secara 

definisi sinematografi adalah segala hal mengenai perfilman baik dari nilai, bentuk, 

fungsi dan manfaat 

Film sebagai karya sinematografi merupakan karya yang bercerita secara 

visual yang diwujudkan dalam bentuk film dan dalam proses pembuatan karya 

tersebut memperhatikan berbagai macam aspek teknis serta pemahaman estetik 

Film yang termasuk karya sinematografi dilindungi hak cipta. Perkembangan dunia 

perfilman saat ini sangat berkembang pesat terutama satu decade belakangan ini. 

Perkembangan teknologi dan informasi menjadi kunci dari perkembangan dunia 

perfilman ini. Perkembangan teknologi dan informasi ini mempengaruhi gaya 

 
2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 1 Angka 1 
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hidup manusia, salah satunya adalah dalam memnuhi kebutuhan hiburan yaitu 

dengan menonton film. 

Sa la lt ini menonton film tida lk perlu lalgi kital pergi jaluh-jaluh ke bioskop, 

ha lnyal dengaln moda ll kuotal internet kital dalpa lt menggunalkaln a lplikalsi penyedial 

lalya lna ln strealming film secalra l online ya lng tentunyal a lplikalsi legall. Kemaljualn 

teknologi eral seka lralng, eral 4.0 memberikaln dalmpalk positif balgi dunial malya l, sallalh 

sa ltunyal bidalng perfilmaln, kemudalhaln a lkses situs menonton film online di situs 

resmi seperti Netflix, Almalzon, HBO, Vidio,Bioskop Online, Disney+, WeTv da ln 

malsih ba lnya lk la lgi. na lmun, selalin da lmpalk positifnyal, kema ljualn teknologi dalla lm 

industri perfilmaln jugal memiliki dalmpalk negaltif, yalitu pembalja lkaln ha lsil kalrya l film 

oleh oralng-ora lng yalng tidalk bertalnggung jalwa lb. 

Alda lnya l medial hibura ln ini alcalp ka lli sering terjaldi pembalja lkaln film yalng 

seiring perkemba lnga ln za lmaln bervalria lsi bentuk dalri pembalja lkaln tersebut. Sa la lt ini 

ya lng lalgi malra lknyal pra lktik pembaljalka ln film melallui alplikalsi telegralm. Tindalka ln 

pembaljalka ln ya lng dilalkukaln oleh ora lng-ora lng yalng tida lk bertalnggungjalwa lb ini 

pa lstinyal memberikaln kerugialn balgi pemegalng halk ciptal tersebut, balik kerugialn 

morall da ln ekonomis. Da lri segi kerugialn, pembalja lkaln ini merupalka ln tindalka ln 

pelalngga lraln ha lk ciptal. 
Da llalm proses menemukaln penceralhaln a llur cerital film yalng kemudialn a lkaln 

dibualt ke da llalm bentuk kalrya l sinemaltogra lfi/film seoralng produser pa lsti 

mengelualrka ln modall ya lng sa lnga lt besa lr. Moda ll ya lng dimalksud ia llalh moda ll dalla lm 

bentuk sumber energi a llalm, modall da llalm bentuk perekrutaln a lktor/alktris, moda ll 
ilmu pengetalhua ln, teknologi, serta l moda ll da llalm bentuk ua lng. Denga ln terjaldinya l 
pembaljalka ln oleh oralng-ora lng yalng tidalk bertalnggung jalwa lb ini, Royallty altalu 

keuntungaln ya lng menjaldi ha lk da lri pemilik ha lk ciptal tida lk didalpa ltkaln seba lga limalnal 
semestinyal.3 

hinggal sa la lt ini, kalsus pembalja lkaln film malsih sering terjaldi, meski memiliki 

perlindungaln hukum a ltals ha lk ciptal nya l sendiri. Strealming film secalra l ilegall dengaln 

mengunduh altalu menonton film da lri alplikalsi telegralm ya lng merupalkaln sua ltu 

tindalka ln illegall ya lng merupa lkaln ta lnpa l izin da lri pemilik alsli film tersebut 

merupalka ln sebualh pelalngga lra ln terhalda lp halk ciptal. Kalrenal ha ll tersebut malkal 
semalkin balnya lk oralng ya lng mengunduh film balja lkaln da lri situs ilegall sehinggal 
da lpalt mengubalh kebia lsa laln merekal da lri menonton film di bioskop a lta lu a lplikalsi 

strealming legall menjaldi mengunduh film balja lkaln di alplikalsi Telegralm. Dengaln 

pembaljalka ln film yalng terus semalkin meningkalt alkhirnyal ora lnal-ora lng lebih 

memilih menonton film di situs illegall kalrenal ya lng bisa l dibilalng menghemalt bialya l 
a ltalu gra ltis. 

Kecalnggiha ln fitur yalng diguna lkaln da ln tingginyal bia lyal menonton di 

bioskop merupalka ln falktor ya lng menyebalbka ln seseora lng menonton altalu 

mengunduh file film seca lra l ilegall. Terlebih malsih rendalhnya l budalya l malsya lra lka lt 

 
3 Oksidelfa Yanto, Konsep Perlindungan Hak cipta dalam Ranah Hukum Kekayaan Intelektual 
(Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD), Yustitia Jurnal Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol. 4, No. 3, (2015), 746-760 
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da llalm menghalrga li sualtu ka lryal ya lng dilindungi halk ciptal sehinggal menjaldi sa llalh 

sa ltu fa lktor penyebalb pelalngga lraln ha lk cipta l terkhusus pemba ljalkaln film. Penyeba lraln 

film secalra l ilegall suda lh termalsuk pa ldal pelalngga lraln ha lk ciptal dibidalng 

sinemaltogralfi, wa llalu tersedial secalra l graltis nalmun tidalk menutup kemungkinaln 

ba lhwa l penggunal alplikalsi telegralm denga ln secalral senga ljal alta lu tidalk senga ljal 
menyebalrkaln flilm secalra l illegall sudalh termalsuk keda llalm perbualtaln pelalngga lraln 

ha lk ciptal. Halk Ciptal tidalk melindungi ide sema ltal, tetalpi pengungkalpaln da lri ide 

tersebut dallalm bentuk yalng nya ltal.4 
Denga ln demikialn, tujualn da lri perlindungaln kalrya l ciptal sinemaltogralfi iallalh 

mencegalh pihalk lalin untuk menggunalka ln ha lsil kalryal ciptalaln seseora lng secalra l tidalk 

sa lh untuk kepentingaln mencalri keuntungaln.5 

 

METHODS 

Penelitialn ini memalka li yuridis normaltif dengaln pendekaltaln penelitialn 

kua llitaltif bersumber dalri da ltal sekunder. Diperoleh melalui balhaln hukum primer daln 

sekunder.  

Yuridis normaltif untuk melalksa lnalka ln pendekalta ln bersumber paldal hukum 

ya lng penting dengaln metode mengalmalti filosofi, ra lncalngaln serta l da lsa lr hukum da ln 

perundalng- unda lnga ln ya lng berhubunga ln. Pendeka ltaln unda lng-unda lng (sta ltute 

a lpproalch) daln pendekaltaln a lbstralk sa lmal-sa lmal digunalka ln dalla lm penyusunaln ini 

(conceptuall alpproa lch). 

 

RESULTS & DISCUSSION 

Ka lrya l-kalrya l intelektuall seseoralng ya lng mendalpa lt perlindungaln Ha lk Cipta l 
a ldalla lh kalryal dalla lm bidalng ilmu pengetalhua ln, seni daln salstra l. Kalrya l-ka lryal yalng 

mendalpa ltkaln perlindungaln hukum a lpalbila l telalh diwujudkaln seba lga li ciptala ln ya lng 

berwujud alta lu berupal ekspresi (expression work) ya lng suda lh da lpa lt dilihalt, dibalca l, 

didengalrka ln, da ln seba lgalinya l. Hukum ha lk ciptal tidalk melindungi ciptala ln ya lng 

malsih a lnga ln-alnga ln semaltal.  

Suta lu ka lryal ciptal ya lng menda lpaltka ln perlindunga ln Ha lk Ciptal a lda llalh ka lrya l 

ciptal yalng memiliki khals da ln menunjukaln keorisinallalnya l sebalga li sualtu ciptala ln. 

Da llalm Unda lng-Undalng Ha lk Ciptal di No. 28 talhun 2014 kreterial kealslia ln 

ditegalska ln dallalm palsa ll 1 alngka l 3, balhwa l Ciptala ln aldalla lh halsil setialp kalrya l penciptal 

ya lng menunjukkaln kealslialnnya l dallalm lalpa lngaln ilmu pengetalhua ln, seni daln sa lstral. 

ya lng dihalsilkaln a ltals inspiralsi, kemalmpua ln, pikiraln, imaljinalsi, kecerdalsa ln, 

keteralmpilaln, a ltalu kealhlialn ya lng diekspresika ln dalla lm bentuk nyaltal.6 

 
4 Muhammad. Amirulloh and Helitha Novianti Muchtar, Buku Ajar Hukum Kekayaan 
Intelektual,Unpad Press, Bandung: , 2016, hlm. 55 
5 Isnaina Nanan, Rokhim Abdul, dan Suratman, Perlindungan hukum Terhadap Pemilik Hak Cipta 
Terkait Pembajakan sinematografi di aplikasi telegram, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 27 No.7, (2019), 
993-1006 
6 Pasal 1 Angka 3 Undang-undang N0. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 
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Da llalm palsa ll 40 Undalng-unda lng nomor 28 Talhun 2014 tentalng halk ciptal 
ba lhwa l yalng menjaldi sualtu kalrya l ciptal ya lng dilindungi yalng mencalkup bida lng ilmu 

pengetalhualn,seni daln sa lstra l a ldalla lh sebalga li berikut :  

a. Buku, pa lmplet, perwalja lhaln , ka lrya l tulis ya lng diterbitkaln, da ln semua l halsil ka lryal 

tulis lalin;  

b. Ceralma lh, kulialh, pidalto, daln ciptalaln la lin ya lng sejenis lalinnya l;  
c. Alla lt peralgal ya lng dibualt untuk kepentingaln pendidikaln daln ilmu pengetalhualn  

d. Lalgu a ltalu musik dengaln a ltalu talnpa l teks  

e. Dra lmal a ltalu dra lmal musikall, talri, koreogralfi, pewalya lnga ln, daln pa lntomim  

f. Ka lrya l seni rupal denga ln segalla l bentuk seperti seni lukis, ga lmba lr, seni ukir, seni 

ka lligralfi, seni palhalt, seni paltung, kolalse,  

g. Ka lrya l seni teralpa ln  

h. Alrsitektur  

i. Petal  
j. Ka lrya l Seni baltik daln seni motif lalin   

k. Ka lrya l Fotogralfi  
l. Potret  

m. Ka lrya l Sinemaltogralfi  
n. Terjemalhaln, talfsir, sa ldura ln, bungal ralmpa li, balsis dalta l alda lptalsi, alra lnsemen, 

modifikalsi daln ka lrya l lalin dalri halsil tralnsformalsi  

o. Terjemalhaln, a lda lptalsi, a lra lnsemen, tralnsformalsi, a ltalu modifikalsi ekspresi 

buda lyal tra ldisionall  
p. Kompilalsi ciptalaln altalu daltal, balik dallalm formalt yalng dalpalt dibalcal dengaln 

Progralm Komputer malupun medial lalinnyal  

q. Kompilalsi ekspresi budalya l traldisiona ll selalma l kompilalsi tersebut merupalka ln 

ka lryal ya lng a lsli  

r. Permalina ln video daln  

s. Progra lm Komputer. 

Berdalsa lrka ln teori hukum Halk Ciptal, lingkup halk ya lng dimiliki oleh 

Penciptal altals sua ltu  kalrya l ciptalnnyal a lda llalh sebalga li berikut: Penciptal berhalk 

mempublikalsika ln daln mengga lndalka ln ciptala lnnya l yalng menda lpalt perlindungaln 

hukum secalra l otomaltis, sertal mempunyali ha lk untuk memberikaln izin altalu melalra lng 

ora lng lalin ya lng ta lnpa l persetujualnnyal mempublikalsika ln, menggalnda lkaln, da ln 

memperjuall belikaln ha lsil ciptalalnnya l untuk kepentingaln komersiall. Perlindungaln 

hukum terhaldalp ha lsil kalrya l ciptal diperoleh penciptal secalra l otomaltis, alrtinyal ta lnpal 
melallui proses pendalftalra ln terlebih dalhulu. penciptal secalra l otomaltis mendalpa lt 
perlindungaln hukum a ltals ka lrya l ciptalnya l begitu kalrya l tersebut sudalh diwujudka ln 

da llalm bentuk kalryal. 
Meskipun perlindungaln ha lk ciptal bersifa lt otomatis yalng diperoleh oleh 

penciptal sejalk ciptalaln lalhir, daln tidalk halrus melallui proses pencaltaltaln na lmun kallalu 

dilalkuka ln pencalta ltaln altalu pendalfta lraln itu alka ln lebih balik daln lebih 

menguntungkaln, kalrenal dengaln pencaltaltaln/pendalftalra ln setidalknya l alka ln alda l bukti 

otentik terhaldalp sua ltu ka lrya l ciptal. Denga ln a ldalnya l proses penca ltaltaln/pendalftalra ln 
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jikal terjaldi penirualn terhalda lp ciptala lnyal, pecinptal a lka ln lebih mudalh 

membuktikalnnya l daln mengaljukaln penuntutaln ke pengaldilaln a ltals sua ltu ka lryal 
ciptalnyal ya lng ditiru. 

Memalsuki era l digitall ini, balnya lk peruba lhaln-perubalha ln diseluruh sector 

ya lng dimalna l ha lrus beralda lptalsi dengaln perubalha ln alktivitals ya lng kini malyoritals 

suda lh dalpa lt dilalkuka ln secalral digitall. Alktivitals tersebut membualt malsya lra lka lt 
menjaldi lebih mudalh untuk memenuhi keinginaln da ln kebutuhaln sehalri-halri, seperti 

menikmalti musik, menonton film, memba lcal buku, da ln berbela lnjal. Berda lsa lrka ln ha ll 
ini palral penegalk hukum jugal halrus menyesua likaln diri dengaln perkembalnga ln ini. 

Khususnya l da llalm ralngka l melindungi halk kekalya laln intelektuall sebalga li salla lh saltu 

objek yalng rentaln dilalnggalr da llalm perkembalnga ln digitall ini. 

Da llalm pembalhalsa ln ka lli ini alda llalh Pelalngga lraln ha lk ciptal alta ls 

sinemaltogralfi/film ,dallalm dunial digitall ini malra lk terjaldi. Alka ln a ldal piha lk ya lng tidalk 

bertalnggung jalwa lb dalpa lt dengaln mudalh melalkuka ln pelalngga lra ln halk ciptal alta ls 

sua ltu kalrya l film. Berbalga li film kini dalpa lt dinikmalti alplikalsi legall yalng pa lstinyal 

berbalya lr. Ba lhka ln, beberalpal sa la lt ini ba lnya lk seria ll web ya lng da lpalt dinikmalti secalral 
gra ltis di plaltform resmi seperti YouTube. Meski suda lh diberikaln kemudalha ln a lkses 

untuk dalpa lt menonton talnpa l perlu pergi bioskop ma lsih a lda l pihalk-pihalk ya lng 

melalkukaln pembaljalka ln. Piha lk tidalk bertalnggung ja lwalb tersebut mengunggalh 

berbalga li malca lm film, di situs tida lk resmi ya lng da lpa lt dialkses seca lra l gra ltis oleh 

publik. 

Pembalja lkaln film ini tentunya l melalngga lr ha lk ekonomi daln ha lk morall sa lng 

penciptal ka lryal film. Halk ekonomi daln ha lk morall da llalm Halk Ciptal merupalka ln ha lk 

eksklusif terkalndung nilali komersiall yalng da lpalt diperoleh dalri halsil melalksa lnalka ln 

Ha lk Ciptal itu. Alkaln tetalpi tidalk semual pemilik halk a lkaln melalksa lnalka ln sendiri 

ha lknyal tersebut, alda l ya lng memberikaln ha lk ekonominyal itu kepaldal ora lng la lin 

seba lgali pemegalng ha lk. Sistem Ha lk Ciptal (da ln sistem HKI pa lda l umumnya l) 
mengenall walda lh hukum untuk itu berupal "lisensi" yalng melalhirkaln a lkibalt finalnsia ll 
da lripalda lnyal berupal "roya llti"7. 

Pelalngga lra ln terhaldalp Ha lk Ciptal film memiliki dalmpalk ya lng signifalka ln 

pa ldal pemegalng ha lk ciptal. Contohnyal dalla lm pemberialn halk roya llti kepaldal 
penciptal. Roya llti menurut Palsa ll 1 a lngka l 21 Unda lng-Unda lng Nomor 28 Ta lhun 2014 

Tentalng Halk Ciptal a ldalla lh imballa ln altals pemalnfa laltaln Ha lk Ekonomi sualtu ciptala ln 

a ltalu produk ha lkterkalit yalng diterimal oleh penciptal a ltalupemilik halk terkalit. 

Pa lda l dalsa lrnya l pengalturaln perlindungaln Ha lk Ciptal balgi pemegalng Ha lk 

Ciptal film di Indonesial ya lng berlalku sa la lt ini, dialntalra lnya l alda llalh :  

1. Unda lng-unda lng nomor 28 talhun 2014, tentalng Ha lk Ciptal. Pemberialn 

perlindungaln ba lgi Penciptal da lla lm UU ini a ldalla lh mengaltur tentalng Ha lk Mora ll 
da ln Ha lk Ekonomi seoralng Peciptal a ltalu Pemegalng Ha lk Cipta l, jalngka l wa lktu 

Perlindungaln sualtu Ciptalaln, sertal sa lnksi yalng diberikaln terhaldalp pelalngga lr 
Ha lk Ciptal.  

 
7 Zulkifli Makkawaru. 2018. Hak Kekayaan Intelektual. Indonesia Prime, Makassar. Hal. 19 
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2. Unda lng-unda lng Nomor 11 talhun 2008, tentalng Informalsi daln Tra lnsa lksi 

Elektronik. UU ITE menga ltur lebih lalnjut mengenali perlindungaln Ha lk Cipta l 
ya lng alda l dallalm Sistem elektronik. Film ya lng dikelolal alta lu dimalsukka ln ke 

da llalm komputer altalu pera lngkalt sejenis disebut seba lga li Dokumen Elektronik. 

Da llalm pa lsa ll 25 jelalska ln Informalsi elektronik daln/a ltalu dokumen elektronik 

ya lng disusun menjaldi ka lryal intelektuall, situs internet, da ln ka lrya l intelektuall 
ya lng alda l di dallalmnya l dilindungaln sebalga li Halk Keka lya laln Intelektuall 
berdalsa lrka ln ketentualn Pera lturaln Perunda lng-unda lngaln.  

3. Pera lturaln Bersalmal Menteri Hukum daln Ha lk Alsa lsi Malnusia l Republik Indonesial 
nomor 14 ta lhun 2015 da ln Menteri Komunika lsi da ln Informa ltikal Republik 

Indonesial nomor 26 talhun 2015 tentalng Pelalksa lna la ln Penutupaln Konten 

da ln/altalu Ha lk Alkses Pengguna l Pelalnggalra ln Halk Ciptal daln/a ltalu Ha lk Terkalit 
da llalm Sistem Elektronik. Dallalm peralturaln ini dialtur tentalng taltal calra l pelalpora ln 

ya lng da lpalt ditempuh oleh pemega lng Ha lk Ciptal a lpa lbilal dilalngga lrnyal sua ltu 

ka lryal ciptal palda l sistem informalsi dallalm hall ini internet untuk dila lkuka ln 

penutupaln konten daln/altalu ha lk a lkses terha ldalp ka lrya l ciptal ya lng dilalnggalr. 
Pa lsa ll 5 a lyalt (1) Unda lng-Unda lng Nomor 28 Ta lhun 2014 tentalng Ha lk Ciptal 

memalpalrka ln mengenali Ha lk Mora ll yalng melekalt secalra l alba ldi paldal diri penciptal 
untuk:8  

a. Tetalp mencalntumkaln altalu tidalk mencalntumkaln nalma lnyal pa ldal sa llinaln 

sehubunga ln dengaln pemalkalia ln ciptala lnnya l untuk umum;  

b. Mengguna lkaln na lmal a lslinyal a ltalu sa lmalra lnnya l;  
c. Menguba lh ciptala lnnyal sesua li dengaln kepa ltutaln da llalm malsya lralka lt;  
d. Menguba lh judul daln alna lk judul ciptalaln; da ln  

e. Mempertalhalnka ln halknya l dalla lm hall terjaldi distorsi ciptala ln (memutalrba llikkaln 

sua ltu falktal alta lu identitals ciptala ln), mutilalsi ciptala ln (tindalkaln menghilalngka ln 

seba lgialn ciptala ln) modifikalsi ciptalaln (penguba lhaln a ltals ciptalaln), a ltalu hall ya lng 

bersifalt merugikaln kehormalta ln diri altalu reputalsinya l. 
 

Selalnjutnyal a lda lpulal ha lk ekonomi kegialta ln downloa ld daln strea lming ilegall 
merupalka ln melalngga lr Ha lk Ekonomi dalri penciptal. Pemegalng ha lk ciptal film 

memiliki sualtu kekalyala ln intelektuall ya lng bersifalt pribaldi daln memberikaln 

kepalda lnya l halk untuk mengeksploralsi halk-ha lk ekonomi dalri ciptalalnnya l. Ha lk Ciptal 
tidalk ha lnyal ha lrus dilindungi tetalpi jugal ha lrus da lpa lt mensejalhteralkaln penciptal.  

Pembalja lkaln film yalng terjaldi di alplikalsi telegralm merupalkaln pelalngga lraln 

ha lk ciptal, hall ini kalrenal menonton film mela llui alplikalsi telegralm merupalkaln 

tindalka ln yalng illegall daln tentunyal gra ltis. dalri walktu ke walktu pembaljalka ln film 

ba lnyalk terjaldi di medial sosiall, dalla lm berba lgali bentuk kejalha ltaln terhalda lp kalryal 
sinemaltogralfi melallui jejalring sosia ll Telegra lm, yalitu:  

a. Penyebalra ln ka lryal Sinemaltogralfi melallui website seperti a lplikalsi Telegralm 

b. Pengunduha ln film di Alplikalsi Telegralm ta lnpal izin  

 
8 Pasal 5 Undang-undang no.28 tahun 2014 tentang hak cipta 
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Da llalm ka lsus ini pemerinta lh ha lrus tega ls da llalm menindalklalnjuti kegialta ln 

illegall ini. Dallalm hall ini alplikalsi telegra lm dengaln calra l memblokir grup-grup 

telegralm yalng terindikalsi terdalpalt pemba ljalka ln film didallalmnya l. Di lualr peraln 

pemerintalh da llalm upa lyal untuk menghinda lri pembalja lkaln,pera ln malsya lra lkalt jugal 

penting untuk pencalpa lialn tujua ln ya lng ingin dicalpa li. Jikal pemerintalh memblokir, 

publik jugal perlu mulali mengubalh ca lra l berpikir merekal tentalng balga limalnal 
melalkukaln sesua ltu dengaln calra l tidalk a ldil da ln bisal lebih Menghalrga li kalrya l oralng 

lalin Secalra l umum. 

Untuk ha ll penegalkkaln hukum ha lk ciptal dilalkuka ln oleh pemerintalh ya lng 

melibaltka ln beberalpa l instalnsi terkalit yalitu: 

1. Kementerialn Hukum daln Ha lk Alsa lsi Ma lnusia l Dalla lm UU Ha lk Ciptal, 

Kementerialn Hukum da ln HAlM diberikaln kewenalnga ln untuk mengaltur sega llal 
ha ll dallalm bentuk aldministralsi da ln penegalka ln hukum di bidalng Ha lk Ciptal.  

2. Kementerialn Komuniksi daln Informaltika l Da llalm palsa ll 56 UU Ha lk Ciptal 
Kominfo diberikaln kewenalnga ln untuk melalkuka ln penegalkaln hukum di bidalng 

a ldministralsi da llalm ha ll telalh terjaldi pelalngga lraln Ha lk Ciptal ya lng a lda l di sistem 

informalsi dengaln bentuk penutupaln konten daln/altalu ha lk alkses penggunal 
terhalda lp pelalngga lra ln Ha lk Ciptal yalng a lda l di internet.   

3. Kepolisialn Pa lsa ll 120 UU Ha lk Cipta l menga ltur tidalk pidalna l terhalda lp Ha lk Ciptal 

merupalka ln delik aldualn. Da lla lm hall terjaldi Tindalk Pidalna l terhaldalp Ha lk Ciptal, 
pihalk ya lng meralsa l dirugikaln da lpa lt menga ldu ke polisi diserta li dengaln bukti 

ya lng kualt. 
Selalnjutnyal mengenali lembalga l malna ljemen kolektif yalng seca lra l jelals 

dijelalska ln da llalm Unda lng-unda lng nomor 28 ta lhun 2014 tentalng ha lk ciptal. Da llalm 

pa lsa ll 1 a lngka l 22 dijelalska ln ba lhwa l Lemba lgal Ma lna ljemen Kolektif a ldallalh institusi 

ya lng berbentuk baldaln hukum nirla lbal ya lng diberi kualsa l oleh Penciptal, Pemegalng 

Ha lk Ciptal, da ln/a ltalu pemilik Ha lk Terkalit guna l mengelolal ha lk ekonominyal da llalm 

bentuk menghimpun daln mendistribusikaln roya llti.9 
Da llalm Pa lsa ll 87 disebutkaln balhwa l:10  

1. Untuk mendalpaltka ln halk ekonomi setialp Penciptal, Pemegalng Ha lk Ciptal, 
pemilik Halk Terkalit menjaldi a lnggotal Lemba lgal Ma lna ljemen Kolektif alga lr dalpa lt 
menalrik imballaln ya lng wa ljalr da lri pengguna l yalng memalnfa laltka ln Ha lk Ciptal da ln 

Ha lk Terkalit dallalm bentuk lalya lna ln publik ya lng bersifalt komersiall.  

2. Pengguna l Ha lk Ciptal da ln Ha lk Terkalit yalng memalnfala ltkaln Ha lk sebalga limalnal 

dimalksud pa lda l alya lt (1) membalyalr Roya llti kepalda l Penciptal, Pemegalng Ha lk 

Ciptal, a ltalu pemilik Halk Terkalit, melallui Lembalga l Ma lnaljemen Kolektif.  

3. Pengguna l seba lgalimalna l dimalksud pa lda l a lya lt (1) membualt perjalnjialn denga ln 

Lembalgal Ma lnaljemen Kolektif yalng berisi kewaljibaln untuk membalyalr Roya llti 
a ltals Ha lk Ciptal da ln Ha lk Terkalit yalng diguna lkaln. (4)  

 
9 Pasal 1 angka 22 UU No.28 tahun 2014 tentang hak cipta 
10 Pasal 87 
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4. Tidalk dialngga lp sebalga li pelalngga lra ln Undalng-Unda lng ini, pemalnfa laltaln Ciptala ln 

da ln/altalu produk Halk Terkalit secalra l komersiall oleh penggunal sepa lnjalng 

penggunal telalh melalkuka ln daln memenuhi kewaljibaln sesua li perjalnjialn dengaln 

Lembalgal Ma lna ljemen Kolektif. 

Keberalda laln lembalgal malna ljemen kolektif ini ha lrus mendalpa ltkaln izin dalri 
menteri terkalit untuk beroperalsi seca lral resmi sebalga li lembalga l ya lng membaltu 

penciptal da llalm mendalpaltka ln halk roya lltinya l. 
Selalnjutnyal mengenali jalngka l wa lktu perlindunga ln halk ya lng dia ltur dalla lm 

Unda lng-unda lng Ha lk Ciptal, terdalpa lt perbedala ln terdalpa lt sa ltu kalrya l ciptal dengaln 

ka lryal ciptal lalinnya l. Da llalm kesempaltaln ka lli yalng diba lhals ka lrya l ciptal 
sinemaltogralfi/film yalng merupalka ln ka lryal a lsli malka l berlalku sela lmal 50 ta lhun seja lk 

pertalmal ka lli dilalkukaln Pengumuma ln. Ja lngkal wa lktu perlindungaln a ltalu ma lsa l 
berlalku Ha lk Ciptal da ln Halk Terkalit dialtur melallui Palsa ll 57 salmpali dengaln Palsa ll 63 

Unda lng-unda lng No. 28 talhun 2014. Malsing-malsing jenis Halk Ciptal memiliki 

perbedala ln tentalng malsa l berlalkunya l. 

Da ln selalnjutnyal mengenali Pelalngga lra ln Ha lk Ciptal film sertal penyelesalialn 

sengketal Ha lk ciptal dia ltur melallui Palsa ll 95 sa lmpa li dengaln Pa lsa ll 120 U.U. No. 28 

talhun 2014. Penyelsalialn sengketal ha lk cipta l menurut Undalng-unda lng No. 28 talhun 

2014 dalpa lt dilalkuka ln melallui penyelesalialn sengketal alrbitralse alta lu pengaldilaln. 

Untuk guga ltaln perda ltal dialjuka ln kepalda l pengaldilaln Nia lga l, sementalra l itu untuk 

tuntutaln pidalnal menjaldi kewenalngaln penga ldilaln Negeri. Berdalsa lrkaln ketentualn 

Pa lsa ll 120 U.U. No. 28 Ta lhun 2014 dia ltur ba lhwa l tindalk pidalna l da llalm Unda lng-

Unda lng Ha lk ciptal merupalka ln delik aldualn. 

 

CONCLUSION 

Perkembalnga ln teknologi yalng semalkin calnggih beriringaln pulal denga ln 

kemudalha ln alkses internet, alda lnyal kemuda lhaln tersebut memberika ln da lmpa lk 

negaltif terhalda lp industri seni pera ln (perfilmaln). Tindalka ln illegall pembaljalkaln film 

calra lnya l semalkin bervalrialsi, ya lng sering terjaldi belalkalnga ln ini melallui sebualh grup 

chalt di a lplikalsi telegralm, sebua lh a lplikalsi pengirim pesaln. Tinda lkaln Uploa ld da ln 

Downloa ld dilalkuka ln oleh pihalk-piha lk pembualt grup chalt telegralm untuk 

memperbalnya lk da ln menyebalrka ln lua lska ln film yalng seda lng talya lng di a lplikalsi 

strealming resmi. Dengaln demikialn, perlu a ldalnya l perlindungaln hukum terhaldalp 

ha lsil kalrya l ciptal seseora lng. Perlindungaln Hukum terha ldalp ha lk mora ll daln ha lk 

ekonomi pencipta l halrus ditingkaltkaln mengingalt malkin balya lknyal pembaljalka ln yalng 

dilalkuka ln oleh oknum yalng tidalk bertalnggung jalwa lb. Kegia ltaln downloald da ln 

strealming film di telegra lm jelals telalh mela lnggalr ha lk mora ll da ln ha lk ekonomi dalri 
penciptal. Da llalm penyelesalia ln sengketal pembalja lkaln ka lryal sinemaltogralfi/film paldal 
grup chalt di alplikalsi telegralm, dibedalkaln upa lyal hukum yalng dalpa lt dilalkuka ln oleh 

pemilik halk ciptal, yalitu : penyelesalialn sengketal ha lk ciptal melallui litigalsi (di mukal 
pengaldilaln) daln non-litigalsi (di lualr pengaldilaln) dengaln balntualn oleh pihalk ketigal. 

Penyelesalialn melallui litigalsi meliputi 
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